
BUPATI LAMPUNG TENGAH
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH
NOMOR Aft TAHUN 2017

TENTANG
RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI JABATAN STRUKTURAL

DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkanya Peraturan Daerah
Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung
Tengah dan Peraturan Bupati Lampung Tengah
Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah,
dipandang perlu menyusun Rincian Tugas dan Fungsi
Jabatan Struktural Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Lampung Tengah.;

b. bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud
huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan
Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun
1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom
Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Propinsi
Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091)
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
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5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun
2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di
Lingkungan Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah
Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung
Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung
Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN
TUGAS DAN FUNGSI JABATAN STRUKTURAL DINAS
KETAHANAN PANGAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah Otonom;

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan
Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

4. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

6. Sekretariat Daerah adalah merupakan unsur Sekretariat
Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Lampung Tengah;

8. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten
Lampung Tengah .

9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Lampung Tengah.

10. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Ketahanan
Pangan Kabupaten Lampung Tengah.

11. Bidang adalah Bidang pada Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Lampung Tengah.

12. Seksi adalah Seksi pada Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Lampung Tengah.

13. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Ketahanan
Pangan Kabupaten Lampung Tengah.

14. Tugas adalah Ikhtisar dari Keseluruhan tugas jabatan.
15. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran

dari tugas.
16. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana

Teknis pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten
Lampung Tengah.
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17, Jabatan Struktural adalah Suatu kedudukan yang
menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan
hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka
memimpin suatu Organisasi Negara.

18. Jabatan Fungsional adalah Kedudukan yang
menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan
hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan
organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya
didasarkan pada keahlian dan/ atau keterampilan
tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II
RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI JABATAN STRUKTURAL

Bagian Kesatu
Kepala Dinas

Pasal 2

(1) Kepala Dinas Ketahanan Pangan mempunyai tugas
memimpin, mengendalikan serta mengkoordinasikan
pelaksanaan tugas yang menjadi kewenangannya,
serta tugas lainnya yang sesuai dengan
kebijaksanaan yang di tetapkan oleh Bupati
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai
fungsi:
a. Perumusan program keija berdasarkan peraturan

yang berlaku sehingga mendapatkan hasil kerja
yang maksimal;

b. Pengkoordinasian rumusan program kerja kepada
para Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan para
Kepala Seksi berdasarkan peraturan dan
perundang-undangan yang berlaku sehingga akan
didapat hasil kerja yang maksimal;

c. Perumusan sasaran kebijakan Dinas Ketahanan
Pangan sesuai dengan peraturan dan perundang-
undangan yang berlaku untuk mencapai program
kerja yang ditetapkan;

d. Perumusan kebijakan teknis dan penetapan
standar sebagai pedoman pelaksanaan kerja;

e. Pembinaan sikap mental pegawai Dinas
Ketahanan Pangan untuk meningkatkan disiplin
dan etos kerja sehingga tercapai sasaran program
yang telah ditetapkan;

f. Pengarahan tugas bawahan dilingkungan Dinas
Ketahanan Pangan sesuai dengan bidang
tugasnya masing-masing sehingga dapat tercapai
kelancaran dan kenyamanan;
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g. Pembagian tugas kegiatan kepada bawahan danmemberikan arahan baik secara tertulis maupunsecara lisan sesuai dengan permasalahan dantugas bidang masing-masing agar dalammelaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk danketentuan Peraturan Perundang-undangan
sehingga tercapai efektifitas pelaksanaan kerja;

h. Pemberian petunjuk kepada bawahan agar dalammelaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk danketentuan Peraturan Perundang-undangan
sehingga tercapai efektifitas pelaksanaan kerja;

i. Penilaian hasil keija bawahan berdasarkan hasilkerja yang telah dicapai untuk dipergunakan
sebagai bahan dalam peningkatan karier dan
penilaian Sasaran Kineija Pegawai Negeri Sipil(SKP);

j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai perintahatasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 3
(1) Sekretariat mempunyai tugas pemberian pelayanan

teknis dan administratif kepada semua unsur dilingkungan Dinas Ketahanan Pangan dalammelaksanakan pembinaan administrasi yang meliputiperencanaan, ketatausahaan, dokumentasi daninformasi, kerumahtanggaan, kepegawaian, keuangandan perlengkapan .
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudpada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:

a. Perumusan rencana kerja Sekretariat Dinas
Ketahanan Pangan sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;

b. Penyelenggaraan dan mengkoordinasikan
perumusan penyusunan rencana program dananggaran, serta pemantauan, evaluasi danpelaporan di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan;

c. Penyelenggaraan dan mengkoordinasikan
pengelolaan urusan keuangan di lingkungan Dinas
Ketahanan Pangan;

d. Penyelenggaraan dan mengkoordinasikan penataan
organisasi dan tatalaksana, urusan hukum danhubungan masyarakat di lingkungan Dinas
Ketahanan Pangan;

e. Pelaksanaan dan mengkoordinasikan urusankepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, dan
tatausaha di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan;
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f. Pengkoordinasian pelaksanaan program
pengumpulan, pengolahan dan penyajian data sertamformasi di hngkungan Dinas Ketahanan Pangan;

g. Pembinaan, pengarahan dan penyelenggaraankegiatan serta mengevaluasi pelaksanaan tugasSekretanat Dinas ;
h. Pengkoordinasian penyusunan rencana strategis danlaporan kinerja di lingkungan Dinas .
i. Pembenan saran dan pertimbangan kepada atasanyang berkaitan dengan tugas dan fungsi Sekretariat
j. Pengevaluasian program kerja/tugas yang telahdilaksanakan serta membuat laporan sebagai bahanpertanggungjawaban dan masukan kepada atasan;
k. Pembagian tugas kegiatan kepada bawahan danmembenkan arahan baik secara tertulis maupunsecara lisan sesuai dengan permasalahan dan tugasbidang masmg-masing agar dalam melaksanakantugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan^UH^S-undangan sehingga tercapaiefektifitas pelaksanaan keija;

1. Penilaian hasil kerja bawahan berdasarkan hasilkeija yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagaibahan dalam peningkatan karier dan penilaianbasaran Kinerja Pegawai Negeri Sipil (SKP):
m. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai perintahatasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Paragraf 1
Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

Pasal 4

(1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyaitugas menyiapkan bahan pelaksanaan perumusankebijakan, koordmasi, perencanaan dan program
pengumpulan dan analisa data, evaluasi program danpelaporan;

(2) Rincian tugas Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporanadalah sebagai berikut:
a. Menghimpun dan pengolahan data kegiatan subbagian perencanaan dan pelaporan sebagai pedoman

pelaksanaan tugas.
b. Menyiapkan bahan dalam rangka perumusan

KebijaKan, perencanaan dan program/kegiatan;
c. Menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunanprogram dan kegiatan berupa Rencana KegiatanAnggaran, Rencana Dokumen PelaksanaanAnggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
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d.

e.

h.

j-

k.

1.

f.
g-

Melaksanakan dan meyusun Rancangan peraturanperundang-undangan, menyusun Rencana StrategisRencana Kerja Tahunan dan Rencana KegiatanTahunan serta pedoman pelaksanaannya; 8

Menyiapkan bahan informasi dan kehumasan;
kegfata^ laP°ran pelaksanaanegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;

serta^nen^11 koordinasi Penyusunan laporanserta pengumpulan, pengolahan dan penyajian data.
Menyiapkan bahan penyusunan Laporan Kinerja.

dJn pertimbangan kepada atasanberkadan dengan tugas sub bagianperencanaan dan pelaporan.
Mengevaluasi program kexja/tugas yang telahdilaksanakan serta membuat laporan sebagai bahanpertangguugjawaban dan masukan kepada atasan;
Membagikan tugas kegiatan kepada Staf danmemberikan arahan baik secara tertulis maupunsecara lisan sesuai dengan permasalahan dan tugasbidang masmg-masing agar dalam melaksanakantugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuanXI P^dang-undangan sehingga tercapaiefektifitas pelaksanaan kerja.

m. Memlai prestasi keija bawahan berdasarkan hasilya telah dicapai untuk dipergunakan sebagaibahan dalam peningkatan karier dan penilaianSasaran Kinerja Pegawai Negeri Sipil (SKP);
n. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuaidengan penntah atasan untuk kelancaranpeiaksanaan tugas.

Paragraf 2
Sub Bagian Keuangan

Pasal 5
(i) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugasketatalaksanaan keuangan, perbendaharaan dan gaiivenfikasi akuntansi, rumah tangga, perpustakaan,’administrasi umum, dan hubungan masyarakat sertamemberikan pelayanan administratif dan pengelolaanurusan keuangan.
(2) Rincian tugas Sub Bagian Keuangan adalah sebagaibenkut:

a. Menyiapkan bahan dan penyusunan rencanapelaksanaan anggaran belanja;

bahan pemantauan. melaksanakanmonitoring dan evaluasi pelaksanaanprogram/kegiatan; peiaxsanaan
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b. Melaksanakan penatausahaan keuangan berupa
penerimaan, penyimpanan, penyetoran,
pembayaran, penyerahan dan pertanggungjawaban
pengeluaran;

c. Menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi atas surat
pertanggungjawaban pengeluaran;

d. Melaksanakan akuntansi;
e. Mengumpulkan/mengolah data keuangan untuk

bahan penyusunan laporan keuangan;
f. Mencatat dan mengklarifikasi Laporan Hasil

Pemeriksaan (LHP) pengawas fungsional;
g. Menyiapkan bahan usulan pengangkatan dan

pemberhentian calon bendahara dan
penanggungjawab/kuasa pengguna anggaran;

h. Menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan
administrasi keuangan dan perbendaharaan;

i. Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub
Bagian Keuangan;

j. Melakukan penyusunan laporan pelaksanaan
anggaran / keuangan secara berkala (bulanan,
triwulan, semesteran dan tahunan) dan neraca
satuan kerja perangkat daerah berdasarkan
peraturan yang berlaku;

k. Melakukan pembinaan pada bendahara/ bendahara
pembantu/ pembantu bendahara/ pemegang uang
muka kegiatan Dinas Ketahanan Pangan;

1. Mengevaluasi program keija/tugas yang telah
dilaksanakan serta membuat laporan sebagai bahan
pertanggungjawaban dan masukan kepada atasan;

m. Membagikan tugas kegiatan kepada Staf dan
memberikan arahan baik secara tertulis maupun
secara lisan sesuai dengan permasalahan dan tugas
bidang masing-masing agar dalam melaksanakan
tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan sehingga tercapai
efektifitas pelaksanaan kerja;

n. Menilai hasil kerja bawahan berdasarkan hasil kerja
yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai
bahan dalam peningkatan karier dan penilaian
Sasaran Kinerja Pegawai Negeri Sipil (SKP);

o. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai
dengan perintah atasan untuk kelancaran
pelaksanaan tugas.
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Paragraf 3
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 6
(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas

melaksanakan urusan ketata usahaan, kepegawaian,
perlengkapan, kerumahtanggaan, keprotokolan dilingkungan Dinas Ketahanan Pangan.

(2) Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
adalah sebagai berikut:
a. Melaksanakan dan menyiapkan kegiatan bahan

surat menyurat;
b. Mengatur penyelesaian surat-surat dinas;
c. Mengatur penyediaan alat tulis kantor, penggunaan

stempel dinas, operator telepon, faximile dan
komputer, pengaturan dan pemeliharaan kendaraan
dinas operasional;

d. Menyelenggarakan administrasi barang inventaris
dan perlengkapan serta pengamanan barang-barang
milik pemerintah daerah;

e. Menyiapkan dan melaksanakan pemeliharaan
gedung kantor, pemeliharaan dan pengadaan alat
kantor;

f. Menyiapkan bahan penyusunan formasi dan mutasi
pegawai, pendidikan serta pelatihan pegawai;

g. Melaksanakan pengelolaan tatausaha kepegawaian;
h. Menyelenggarakan kegiatan rumah tangga, tata

usaha Pimpinan dan keprotokolan;
i. Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub

Bagian Umum dan Kepegawaian;
j. Mengevaluasi program keija/tugas yang telah

dilaksanakan serta membuat laporan sebagai bahan
pertanggungjawaban dan masukan kepada atasan;

k. Membagikan tugas kegiatan kepada Staf dan
memberikan arahan baik secara tertulis maupun
secara lisan sesuai dengan permasalahan dan tugas
bidang masing-masing agar dalam melaksanakan
tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan sehingga tercapai
efektifitas pelaksanaan kerja;

1. Menilai hasil kerja bawahan berdasarkan hasil kena
yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai
bahan dalam peningkatan karier dan penilaian
Sasaran Kinerja Pegawai Negeri Sipil (SKP);

m. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai
dengan perintah atasan untuk kelancaran
pelaksanaan tugas.
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Bagian Ketiga
Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

Pasal 7
(1) Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

mempunyai tugas melaksanakan penyusunan danpelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknisserta pemantauan dan evaluasi di bidang ketersediaanpangan dan kerawanan pangan.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudpada ayat (1) Bidang Ketersediaan dan KerawananPangan mempunyai fungsi:

a. Penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidangketersediaan pangan, penyediaan infrastrukturpangan dan sumber daya pendukung ketahananpangan lainnya serta penanganan kerawananpangan;
b. Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakandaerah dibidang ketersediaan pangan, penyediaan

infrastruktur pangan dan sumber daya pendukungketahanan pangan lainnya serta penanganankerawanan pangan;
c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidangketersediaan pangan, penyediaan infrastrukturpangan dan sumber daya pendukung ketahananpangan lainnya serta penanganan kerawananpangan;
d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidangketersediaan pangan, penyediaan infrastrukturpangan dan sumber daya pendukung ketahananpangan lainnya serta penanganan kerawananpangan;
e. Penyiapan pemantapan program di bidangketersediaan pangan,penyediaan infrastrukturpangandan sumber daya pendukung ketahananpangan lainnya serta penanganan kerawananpangan;
f. Pengevaluasian program kerja/ tugas yang telahdilaksanakan serta membuat laporan sebagai bahan

pertanggungjawaban dan masukan kepada atasan;
g. Pembagian tugas kegiatan kepada bawahan danmemberikan arahan baik secara tertulis maupunsecara lisan sesuai dengan permasalahan dan tugasbidang masing-masing agar dalam melaksanakantugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan

Perundang-undangan sehingga tercapaiefektifitas pelaksanaan keija;
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h. Penilaian hasil keija bawahan berdasarkan hasil
kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai
bahan dalam peningkatan karier dan penilaian
Sasaran Kinerja Pegawai Negeri Sipil (SKP);

i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
atasan.

Paragraf 1
Seksi Ketersediaan Pangan

Pasal 8
(1) Seksi Ketersediaan Pangan mempunyai tugas

melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian,
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan,
serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan
evaluasi di bidang peningkatan ketersediaan pangan.

(2) Rincian tugas Seksi Ketersediaan Pangan adalah sebagai
berikut:
a. Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang

ketersediaan pangan;
b. Melakukan penyiapan bahan koordinasi

ketersediaan pangan dalam rangka menghadapi Hari
Besar Keagamaan Nasional (HBKN);

c. Melakukan penyiapan bahan pengkajian di bidang
ketersediaan pangan;

d. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan
dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan
pangan;

e. Melakukan penyiapan bahan analisis dan kajian
ketersediaan pangan daerah;

f. Melakukan penyiapan data dan informasi untuk
penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM);

g. Melakukan penyiapan data dan informasi untuk
penghitungan Pola Pangan Harapan (PPH)
ketersediaan pangan;

h. Melakukan penyiapan bahan pengembangan
jaringan informasi ketersediaan pangan;

i. Melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis di
bidang ketersediaan pangan;

j. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi,
supervisi dan pelaporan kegiatan di bidang
ketersediaan pangan;

k. Mengevaluasi program kerja/tugas yang telah
dilaksanakan serta membuat laporan sebagai bahan
pertanggungjawaban dan masukan kepada atasan;
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1. Membagikan tugas kegiatan kepada bawahan danmemberikan arahan baik secara tertulis maupunsecara lisan sesuai dengan permasalahan dan tugasbidang masing-masing agar dalam melaksanakantugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan^aturan Perundang-undangan sehingga tercapai
etektifitas pelaksanaan kerja;

m. Menilai hasil keija bawahan berdasarkan hasil keijayang telah dicapai untuk dipergunakan sebagaibahan dalam peningkatan karier dan penilaian
basaran Kinerja Pegawai Negeri Sipil (SKP);

a. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintahatasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Paragraf 2
Seksi Akses Pangan

Pasal 9
(1) Seksi Akses Pangan mempunyai tugas melakukan

penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan danpelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian
bimbmgan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidangpenyediaan infrastruktur dan sumber daya pangan.

(2) Rmcian tugas Seksi Akses Pangan adalah sebagaibenkut: &

a. Melakukan penyiapan bahan koordinasi penyediaaninfrastruktur pangan dan sumber daya pendukungketahanan pangan lainnya;
b. Melakukan penyiapan bahan analisis dan kajianpenyediaan infrastruktur pangan dan sumber dayapendukung ketahanan pangan lainnya;
c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusandan pelaksanaan kebijakan penyediaan

infrastruktur pangan dan sumber daya pendukungketahanan pangan lainnya;
d. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasidan pelaporan kegiatan penyediaan infrastrukturpangan dan sumber daya pendukung ketahananpangan lainnya;
e. Melakukan penyiapan bahan pengkajian penyediaan

infrastruktur pangan dan sumber daya pendukungketahanan pangan lainnya;
f. Mengevaluasi program kerja/ tugas yang telahdilaksanakan serta membuat laporan sebagai bahan

pertanggungjawaban dan masukan kepada atasan;
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g. Membagikan tugas kegiatan kepada bawahan dan
memberikan arahan baik secara tertulis maupunsecara lisan sesuai dengan permasalahan dan tugas
bidang masing-masing agar dalam melaksanakantugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuanPeraturan Perundang-undangan sehingga tercapai
efektifitas pelaksanaan kerja;

h. Menilai hasil kerja bawahan berdasarkan hasil kerja
yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai
bahan dalam peningkatan karier dan penilaian
Sasaran Kinerja Pegawai Negeri Sipil (SKP);

i. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah
atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Paragraf 3
Seksi Kerawanan Pangan

Pasal 10
(1) Seksi Kerawanan Pangan mempunyai tugas melakukanpenyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan danpelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian

bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidangpenanganan kerawanan pangan.
(2) Rmcian tugas Seksi Kerawanan Pangan adalah sebagai

berikut:
a. Melakukan penyiapan bahan koordinasi penanganan

kerawanan pangan;
b. Melakukan penyiapan bahan analisis dan kajianpenanganan kerawanan pangan;
c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusandan pelaksanaan kebijakan di bidang kerawananpangan;
d. Melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis dan

supervisi di bidang kerawanan pangan;
e. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasidan pelaporan kegiatan di bidang kerawananpangan;
f. Melakukan penyiapan bahan intervensi daerahrawan pangan;
g. Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan

analisis sistem kewaspadaan pangan dan gizi;
h. Mengevaluasi program kerja/tugas yang telahdilaksanakan serta membuat laporan sebagai bahan

pertanggungjawaban dan masukan kepada atasan;
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i. Membagikan tugas kegiatan kepada bawahan danmemberikan arahan baik secara tertulis maupunsecara lisan sesuai dengan permasalahan dan tugasbidang masing-masing agar dalam melaksanakantugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuanPeraturan Perundang-undangan sehingga tercapaiefektifitas pelaksanaan kerja;
j. Menilai hasil keija bawahan berdasarkan hasil keijayang telah dicapai untuk dipergunakan sebagaibahan dalam peningkatan karier dan penilaianSasaran Kinerja Pegawai Negen Sipil (SKP);
k. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintahatasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Keempat
Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan

Pasal 11
(1) Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyaitugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan

kebijakan, pemberian bimbingan teknis sertapemantauan dan evaluasi di bidang distribusi pangandan cadangan pangan;
(2) Dalam menyelenggarakan tugas dimaksud pada ayat (1)Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyaifungsi:

a. Penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidangdistribusi pangan, harga pangan, dan cadanganpangan;
b. Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakandaerah di bidang distribusi pangan, harga pangan,dan cadangan pangan;
c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidangdistribusi pangan, harga pangan, dan cadanganpangan;
d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidangdistribusi pangan, harga pangan, dan cadanganpangan;
e. Penyiapan pemantapan program di bidang distribusipangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan

kegiatan di bidang distribusi pangan, harga pangan,
dan cadangan pangan;

g. Pengevaluasian program kerja/ tugas yang telah
dilaksanakan serta membuat laporan sebagai bahan
pertanggungjawaban dan masukan kepada atasan;
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h. Pembagian tugas kegiatan kepada bawahan dan
memberikan arahan baik secara tertulis maupun
secara lisan sesuai dengan permasalahan dan tugas
bidang masing-masing agar dalam melaksanakantugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan sehingga tercapai
efektifitas pelaksanaan kerja;

i. Penilaian hasil kerja bawahan berdasarkan hasil
keija yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai
bahan dalam peningkatan karier dan penilaian
Sasaran Kineija Pegawai Negeri Sipil (SKP);

j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai perintah
atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Paragraf 1
Seksi Distribusi Pangan

Pasal 12
(1) Seksi Distribusi Pangan mempunyai tugas melakukan

penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian
bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang
distribusi pangan.

(2) Rincian tugas Seksi Distribusi Pangan adalah sebagai
berikut:
a. Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang

distribusi pangan;
b. Melakukan penyiapan bahan analisis dan kajian di

bidang distribusi pangan;
c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan

dan pelaksanaan kebijakan di bidang distribusi
pangan;

d. Melakukan penyiapan data dan informasi rantai
pasok dan jaringan distribusi pangan;

e. Melakukan penyiapan pengembangan kelembagaan
distribusi pangan untuk meningkatkan akses
masyarakat terhadap pangan;

f. Melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis dan
supervisi di bidang distribusi pangan;

g. Mengevaluasi program kerja/ tugas yang telah
dilaksanakan serta membuat laporan sebagai bahan
pertanggungjawaban dan masukan kepada atasan;

h. Membagikan tugas kegiatan kepada bawahan dan
memberikan arahan baik secara tertulis maupun
secara lisan sesuai dengan permasalahan dan tugas
bidang masing-masing agar dalam melaksanakan
tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan sehingga tercapai
efektifitas pelaksanaan kerja;
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i. Menilai hasil kerja bawahan berdasarkan hasil keija
yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai
bahan dalam peningkatan karier dan penilaian
Sasaran Kinerja Pegawai Negeri Sipil (SKP);

j. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah
atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Paragraf 2
Seksi Harga Pangan

Pasal 13
(1) Seksi Harga Pangan mempunyai tugas melakukan

penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian
bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang
harga pangan;

(2) Rincian tugas Seksi Harga Pangan adalah sebagai
berikut:
a. Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang

pasokan dan harga pangan;
b. Melakukan penyiapan koordinasi penyediaan dan

penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya
dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;

c. Melakukan penyiapan bahan analisis dan kajian di
bidang pasokan dan harga pangan;

d. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan
dan pelaksanaan kebijakan di bidang pasokan dan
harga pangan;

e. Melakukan penyiapan bahan rumusan kebijakan
harga minimum pangan lokal yang tidak ditetapkan
oleh Pemerintah Pusat;

f. Melakukan penyiapan bahan pengkajian di bidang
pasokan dan harga pangan;

g. Melakukan penyiapan bahan penyusunan prognosa
neraca pangan;

h. Melakukan penyiapan pengumpulan data harga
pangan di tingkat produsen dan konsumen untuk
panel harga;

i. Melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis dan
supervisi di bidang pasokan dan harga pangan;

j. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi
dan pelaporan kegiatan di bidang pasokan dan harga
pangan;

k. Mengevaluasi program keija/ tugas yang telah
dilaksanakan serta membuat laporan sebagai bahan
pertanggungjawaban dan masukan kepada atasan;
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1. Membagikan tugas kegiatan kepada bawahan dan
memberikan arahan baik secara tertulis maupun
secara lisan sesuai dengan permasalahan dan tugas
bidang masing-masing agar dalam melaksanakan
tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan sehingga tercapai
efektifitas pelaksanaan kerja;

m. Menilai hasil kerja bawahan berdasarkan hasil kerja
yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai
bahan dalam peningkatan karier dan penilaian
Sasaran Kinerja Pegawai Negeri Sipil (SKP);

n. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah
atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas

Paragraf 3
Seksi Cadangan Pangan

Pasal 14
(1) Seksi Cadangan Pangan mempunyai tugas melakukan

penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan danpelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian
bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang
cadangan pangan;

(2) Rincian tugas Seksi Cadangan Pangan adalah sebagai
berikut:
a. Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang

cadangan pangan;
b. Melakukan penyiapan bahan analisis dan

pengkajian di bidang cadangan pangan;
c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusandan pelaksanaan kebijakan di bidang cadangan

pangan;
d. Melakukan penyiapan pengadaan, pengelolaan, dan

penyaluran cadangan pangan pemerintah
kabupaten, (pangan pokok dan pangan pokok lokal);

e. Melakukan penyiapan pemanfaatan cadanganpangan pemerintah daerah;
f. Melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis dan

supervisi di bidang cadangan pangan;
g. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasidan pelaporan kegiatan di bidang cadangan pangan;
h. Mengevaluasi program kerja/tugas yang telahdilaksanakan serta membuat laporan sebagai bahan

pertanggungjawaban dan masukan kepada atasan;
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i. Membagikan tugas kegiatan kepada bawahan danmemberikan arahan baik secara tertulis maupunsecara lisan sesuai dengan permasalahan dan tugasbidang masing-masing agar dalam melaksanakantugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuanPeraturan Perundang-undangan sehingga tercapaiefektifitas pelaksanaan kerja;
j. Memberi petunjuk kepada bawahan agar dalammelaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk danketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga

tercapai efektifitas pelaksanaan kerja;
k. Menilai hasil kerja bawahan berdasarkan hasil kerjayang telah dicapai untuk dipergunakan sebagaibahan dalam peningkatan karier dan penilaian

Sasaran Kineija Pegawai Negeri Sipil (SKP);
1. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah

atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Kelima
Bidang Penganekaragaman Konsumsi

Pasal 15
(1) Bidang Penganekaragaman Konsumsi mempunyai tugasmelaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan,

pemberian bimbingan teknis serta pemantauan danevaluasi di bidang konsumsi pangan dan
penganekaragaman pangan;

(2) Dalam menyelenggarakan tugas dimaksud pada ayat (1),Bidang Penganekaragaman Konsumsi mempunyai
fungsi:
a. Penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidangkonsumsi pangan, promosi penganekaragaman

konsumsi pangan, dan pengembangan pangan lokal;
b. Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakandaerah di bidang konsumsi pangan, promosi

penganekaragaman konsumsi pangan, dan
pengembangan pangan lokal;

c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidangkonsumsi pangan, promosi penganekaragaman
konsumsi pangan, dan pengembangan pangan lokal;

d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidangkonsumsi pangan, promosi penganekaragaman
konsumsi pangan, dan pengembangan pangan lokal;

e. Penyiapan pemantapan program di bidang konsumsipangan, promosi penganekaragaman konsumsipangan, dan pengembangan pangan lokal;
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f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
kegiatan di bidang konsumsi pangan, promosi
penganekaragaman konsumsi pangan, dan
pengembangan pangan lokal;

g. Pembagian tugas kegiatan kepada bawahan dan
memberikan arahan baik secara tertulis maupun
secara lisan sesuai dengan permasalahan dan tugas
bidang masing-masing agar dalam melaksanakan
tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan sehingga tercapai
efektifitas pelaksanaan kerja;

h. Pemberian petunjuk kepada bawahan agar dalam
melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga
tercapai efektifitas pelaksanaan kerja;

i. Penilaian hasil keija bawahan berdasarkan hasil
keija yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai
bahan dalam peningkatan karier dan penilaian
Sasaran Kinerja Pegawai Negeri Sipil (SKP);

j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai perintah
atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Paragraf 1
Seksi Konsumsi Pangan

Pasal 16

(1) Seksi Konsumsi Pangan mempunyai tugas melakukan
penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian
bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang
konsumsi pangan.

(2) Rincian tugas Seksi Konsumsi Pangan adalah sebagai
berikut:
a. Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang

konsumsi pangan;
b. Melakukan penyiapan bahan analisis dan kajian di

bidang konsumsi pangan;
c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan

dan pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi
pangan;

d. Melakukan penyiapan penghitungan angka
konsumsi pangan per komoditas per kapita oer
tahun;

e. Melakukan penyiapan penghitungan tingkat
konsumsi energi dan protein masyarakat per kapita
per tahun;

f. Melakukan penyiapan penghitungan pola pangan
harapan (PPH) tingkat konsumsi;
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g. Melakukan penyiapan bahan pemanfaatan lahanpekarangan untuk ketahanan pangan keluarga;
h. Melakukan penyiapan bahan penyusunan peti polakonsumsi pangan;
i. Melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis dan

supervisi di bidang konsumsi pangan;
j. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasidan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan;
k. Mengevaluasi program kerja/tugas yang telahdilaksanakan serta membuat laporan sebagai bahanpertanggungjawaban dan masukan kepada atasan;
1. Membagikan tugas kegiatan kepada bawahan danmemberikan arahan baik secara tertulis maupunsecara lisan sesuai dengan permasalahan dan tugasbidang masmg-masing agar dalam melaksanakantugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan

Perundang-undangan sehingga tercapaiefektifitas pelaksanaan kerja;
m. Menilai hasil kerja bawahan berdasarkan hasil keijayang telah dicapai untuk dipergunakan sebagaibahan dalam peningkatan karier dan penilaianSasaran Kinerja Pegawai Negeri Sipil (SKP);
n. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintahatasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas

Paragraf 2
Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan

Pasal 17
(1) Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan mempunyaitugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajianpenyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan’

serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, danevaluasi di bidang promosi penganekaragamankonsumsi pangan.;
(2) Rincian tugas Seksi Penganekaragaman KonsumsiPangan adalah sebagai berikut:

a. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dalamrangka promosi penganekaragaman konsumsipangan;
b. Melakukan penyiapan bahan analisis dan kajiandalam rangka promosi penganekaragaman

konsumsi pangan;
c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusandan pelaksanaan kebijakan dalam rangka promosipenganekaragaman konsumsi pangan;
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d. Melakukan penyiapan bahan promosi konsumsi
pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman
(B2SA) berbasis sumber daya lokal;

e. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan gerakan
konsumsi pangan non beras dan non terigu;

f. Menyiapkan pelaksanaan komunikasi, informasi dan
edukasi penganekaragaman konsumsi pangan;

g. Melakukan penyiapan bahan kerjasama antar
lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam
percepatan penganekaragaman konsumsi pangan
berbasis sumber daya lokal;

h. Melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis dan
supervisi dalam rangka promosi penganekaragaman
konsumsi pangan;

i. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi
dan pelaporan kegiatan dalam rangka promosi
penganekaragaman konsumsi pangan;

j. Mengevaluasi program kerja/tugas yang telah
dilaksanakan serta membuat laporan sebagai bahan
pertanggungjawaban dan masukan kepada atasan;

k. Membagikan tugas kegiatan kepada bawahan dan
memberikan arahan baik secara tertulis maupun
secara lisan sesuai dengan permasalahan dan tugas
bidang masing-masing agar dalam melaksanakan
tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan sehingga tercapai
efektifitas pelaksanaan kerja;

1. Menilai hasil kerja bawahan berdasarkan hasil keija
yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai
bahan dalam peningkatan karier dan penilaian
Sasaran Kineija Pegawai Negeri Sipil (SKP);

m. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah
atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Paragraf 3
Seksi Pengembangan Pangan Lokal

Pasal 18
(1) Seksi Pengembangan Pangan Lokal mempunyai tugas

melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian,
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan,
serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan
evaluasi di bidang pengembangan pangan lokal.

(2) Rincian tugas Seksi Pengembangan Pangan Lokal
adalah sebagai berikut:
a. Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang

pengembangan pangan lokal;
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keamanan pangan, kerjasama dan informasi
keamanan pangan;

e. Penyiapan pemantapan program di bidang
kelembagaan keamanan pangan, pengawasan
keamanan pangan, kerjasama dan informasi
keamanan pangan;

f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
kegiatan di bidang kelembagaan keamanan pangan,
pengawasan keamanan pangan, keijasama dan
informasi keamanan pangan;

g. Pembagian tugas kegiatan kepada bawahan dan
memberikan arahan baik secara tertulis maupun
secara lisan sesuai dengan permasalahan dan tugas
bidang masing-masing agar dalam melaksanakan
tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan sehingga tercapai
efektifitas pelaksanaan kerja;

h. Pemberian petunjuk kepada bawahan agar dalam
melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga
tercapai efektifitas pelaksanaan kerja;

i. Penilaian hasil keija bawahan berdasarkan hasil
kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai
bahan dalam peningkatan karier dan penilaian
Sasaran Kinerja Pegawai Negeri Sipil (SKP);

j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai perintah
atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Paragraf 1
Seksi Mutu dan Kelembagaan Pangan

Pasal 20
(1) Seksi Mutu dan Kelembagaan Pangan mempunyai tugas

melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian,
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan,
serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan
evaluasi di bidang mutu dan kelembagaan pangan;

(2) Rincian tugas Seksi Mutu dan Kelembagaan Pangan
adalah sebagai berikut :
a. Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang

Mutu dan Kelembagaan Pangan;
b. Melakukan identifikasi, pengumpulan data,

pengolahan dan pengkajian terhadap mutu dan
keamanan pangan sesuai norma dan standar untuk
mendapatkan bahan/data/informasi guna
pengambilan keputusan selanjutnya;

c. Menyusun model/pola pengembangan kelembagaan
dan pabrikan pangan skala kecil/rumah tangga
melalui identifikasi dan analisa untuk meningkatkan
keanekaragaman produk pangan;
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d. Mengontrol proses pengendalian dan evaluasiterhadap mutu dan keamanan pangan sesuai normadan standar untuk meningkatkan mutu dankelembagaan pangan masyarakat;
e. Melakukan pembinaan peningkatan mutu konsumsipangan masyarakat melalui sosialisasi danbimbingan teknis untuk meningkatkan mutu dankelembagaan pangan;
f. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasidan pelaporan kegiatan di bidang kelembagaankelembagaan pangan;
g. Membagikan tugas kegiatan kepada bawahan danmemberikan arahan baik secara tertulis maupunsecara lisan sesuai dengan permasalahan dan tugasbidang masing-masing agar dalam melaksanakantugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuanPeraturan Perundang-undangan sehingga tercapaiefektifitas pelaksanaan kerja;
h. Memberi petunjuk kepada bawahan agar dalammelaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk danketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga

tercapai efektifitas pelaksanaan kerja;
i. Mengevaluasi program keija/tugas yang telahdilaksanakan serta membuat laporan sebagai bahan

pertanggungjawaban dan masukan kepada atasan;
j. Menilai hasil kerja bawahan berdasarkan hasil keijayang telah dicapai untuk dipergunakan sebagaibahan dalam peningkatan karier dan penilaian

Sasaran Kineija Pegawai Negeri Sipil (SKP);
k. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah

atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Paragraf 2
Seksi Pengawasan Keamanan Pangan

Pasal 21
(1) Seksi Pengawasan Keamanan Pangan mempunyai tugas

melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian,penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan,
serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan
evaluasi di bidang pengawasan keamanan pangan.;

(2) Rincian tugas Seksi Pengawasan Keamanan Pangan
adalah sebagai berikut;
a. Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang

pengawasan keamanan pangan;
b. Melakukan penyiapan bahan analisis dan kajian di

bidang pengawasan keamanan pangan;
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c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan
dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan
keamanan pangan;

d. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan
pengawasan pangan segar yang beredar;

e. Melakukan penyiapan bahan untuk sertifikasi
jaminan keamanan pangan segar;

f. Melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis dan
supervisi di bidang pengawasan keamanan pangan;

g. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi
dan pelaporan kegiatan di bidang pengawasan
keamanan pangan;

h. Mengevaluasi program kerja/tugas yang telah
dilaksanakan serta membuat laporan sebagai bahan
pertanggungjawaban dan masukan kepada atasan;

i. Membagikan tugas kegiatan kepada bawahan dan
memberikan arahan baik secara tertulis maupun
secara lisan sesuai dengan permasalahan dan tugas
bidang masing-masing agar dalam melaksanakan
tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan sehingga tercapai
efektifïtas pelaksanaan kerja;

j. Memberi petunjuk kepada bawahan agar dalam
melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga
tercapai efektifitas pelaksanaan kerja;

k. Menilai hasil kerja bawahan berdasarkan hasil kerja
yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai
bahan dalam peningkatan karier dan penilaian
Sasaran Kinerja Pegawai Negeri Sipil (SKP);

1. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah
atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Paragraf 3
Seksi Survelans dan Informasi Keamanan Pangan

Pasal 22
(1) Seksi Survelans dan Informasi Keamanan Pangan

mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi,
pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan,
pemantapan, serta pemberian bimbingan teknis,
pemantauan, dan evaluasi di bidang keija sama dan
informasi keamanan pangan;
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(2) Rincian tugas Seksi Survelans dan InformasiPangan sebagai berikut: Keamanan

a. Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidangkerjasama dan informasi keamanan pangan;
b. Melakukan penyiapan bahan analisis dan kajian dibidang kerjasama dan informasi keamanan pangan;
c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusandan pelaksanaan kebijakan di bidang kerja samadan informasi keamanan pangan;
d. Melakukan penyiapan bahan jejaring keamananpangan daerah (JKPD);
e. Melakukan penyiapan bahan komunikasi, informasidan edukasi keamanan pangan;
f. Melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis dan

supervisi di bidang kerjasama dan informasikeamanan pangan;
g. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasidan pelaporan kegiatan di bidang keijasama danmiormasi keamanan pangan;
h. Mengevaluasi program kerja/tugas yang telahdilaksanakan serta membuat laporan sebagai bahanpertanggungjawaban dan masukan kepada atasan;
i. Membagikan tugas kegiatan kepada bawahan danmemberikan arahan baik secara tertulis maupunsecara lisan sesuai dengan permasalahan dan tugasbidang masing-masing agar dalam melaksanakantugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan

P^ndang-undangan sehingga tercapaiefektifitas pelaksanaan kerja;
j. Memlai hasil kerja bawahan berdasarkan hasil kerjayang telah dicapai untuk dipergunakan sebagaibahan dalam peningkatan karier dan penilaian

basaran Kinerja Pegawai Negeri Sipil (SKP);
k. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintahatasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23
Pada saat Peraturan Bupaü ini mulai berlaku, makaTnLlïT Nomor 53 Tahun 2011 bentang RincianTugas, Fungs, dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan
beriaku

LampU"8 Tengah d'cabut dan dinyatakan tidak
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Pasal 24

MUSTAFA

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari£V1 / .

Diundangkan di Gunung Sugih
pada tanggal fYieJ 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannyadalam Benta Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Ditetapkan di Gunung Sugih
pada tanggal^ IW 2017
BUPATI LAMPUNG TENGAH,

)I ERLANSYAH
berita RAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2017 NOMOR
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